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ABSTRAK

YUSUF WIRANTO.2022. Dampak Penerapan Electronic Government Dalam
Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jeneponto (dibimbing oleh H. Amir Muhiddin dan Rudi Hardi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan e-government
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto serta faktor-
faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan e-Government di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menganalisis jawaban dari
informan yang berjumlah 4 orang yang diwawancarai kemudian menarik
kesimpulan akhir dari hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak penerapan e-government
dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jeneponto adalah : (1) Terciptanya pemerintahan lebih baik, (2) Praktik korupsi
berkurang, (3) Tata hubungan ' lebih ramping, (4) Peningkatan -efisiensi
pemerintahan, dan (5) Tercipta efisiensi skala ruang dan waktu. Faktor pendukung
penerapan e-government, dalam pelayanan publik yaitu: (1) Informasi disediakan
24 jam sehari dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (publik), (2)
Penggunaan biaya dan waktu lebih efisisen, (3) Infrastruktur teknologi yang
memadai, dan (4) Sumber daya pengelola teknologi informasi. Sedangkan faktor
yang menghambat, yaitu: (1) Masih ada masyarakat yang tidak memiliki
perangkat teknologi informasi, seperti gadget dan komputer, (2) Terjadinya
masalah teknis seperti mati listrik dan juga jaringan internet yang kadang tidak
tersambung, (3) Kendala pada sistem (human error), dan (4) Ketidaktahuan
masyarakat.

Kata Kunci : Pelayanan, Aparatur Pemerintah, e-Government.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki tugas pokok atau fungsi dasar pemerintahan yakni
“pelayanan” dalam bentuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat
secara keseluruhan, sehingga bagaimana bentuk institusi pemerintah baik di
tingkat pemerintah maupun pada pemerintah daerah mengkondisikan
bagaimana organisasi pemerintah itu dapat memberikan pelayanan publik yang
lebih efisien dan efektif secara kelembagaan kepada masyarakat sebagai unsur
yang dilayaninya, sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasar untuk
hidupnya, karena pelayanan pada hakekatnya merupakan hak masyarakat.

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat
diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi
stagnasi (kemacetan) maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak
kemacetan, oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu
diformulasikan standar pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangan
yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Lembaga atau
organisasi pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan
yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, pelayanan (aparatur) pemerintah harus lebih proaktif dan cermat
dalam mengantisipasi paradigma baru global agar pelayanannya mampu

memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis (Abdussamad, 2019).



Pelayanan administrasi kependudukan merupakan kegiatan pelayanan
kompleks mencakup penataan dalam penerbitan. Pelayanan publik menurut
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah sebagai kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
peraturan perundangan-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik (Dimyati et al., 2020).

Pelayanan publik salah ~satu dari sekian banyak keberhasilan
pemerintah/administrasi publik yang tentu tidak lepas dari peran penyedia
pelayanan publik khusunya aparatur pemerintah sebagai ujung tombak
pelayanan yang berkaitan erat dengan kinerjanya. Kinerja aparatur pemerintah
dibidang pelayanan berdampak pada kualitas pelayanan, dimana hasil kinerja
aparatur pemerintah meliputi ketepatan, ketertiban, keterampilan, dan
kebersihan pekerjaan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan
kepadanya.

Pelayanan publik dapat membentuk hubungan interaktif antara aparatur
pemerintah dan masyarakat. Dapat membentuk jaringan informasi dan
transaksi pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan terjangkau oleh
masyarakat luas. Dapat membentuk mekanisme dan saluran komunikasi
dengan lembaga-lembaga negara serta menyediakan fasilitas dialog publik.
Dapat membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan
efisien memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat. Pemberdayaan

masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya e-



government diharapkan pelaksaan pemerintah akan berjalan lebih efisien
karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi
informasi.

Dengan adanya penerapan e-government dalam pelayanan publik ini
berdampak dalam menata sistem administrasi, pelayanan dan proses kerja
aparatur pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Selain itu, dengan
menerapkan sistem e-government ini, maka tercipta transparansi, akuntabilitas,
efisiensi dan efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksaaan
pelayanan publik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pada pelayanan
publik aparatur pemerintah, dan dengan demikian pelayanan aparatur
pemerintah melalui penerapan e-government diharapkan dapat berdampak baik
bagi masyarakat.

Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jeneponto seringkali tidak memuaskan dan cenderung mengabaikan aspirasi
dan kepentingan masyarakat. Ketidakpuasan ini disebabkan karena rendahnya
kemampuan sumber daya aparatur pemerintah atau kurangnya profesionalisme
aparatur dalam merespon tuntutan dan kebutuhan layanan publik sehingga
telah memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan
publik. Maka dengan adanya pelayanan publik berbasis e-government
diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap kualitas
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Jeneponto (Disdukcapil Jeneponto).



Oleh karena itulah, dalam hal ini muncul rasa ketertarikan untuk meneliti
sejauh mana dampak pelayanan aparatur pemerintah dengan mengangkat judul
“Dampak Penerapan Electronic Government dalam pelayanan publik di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada sebagaimana dikemukakan pada latar
belakang, maka rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Penerapan e-government dalam pelayanan publik di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto?

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan e-
government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jeneponto?

. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dampak penerapan e-government dalam pelayanan
publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam
penerapan e-government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto.

. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
a. Penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai rujukan dalam

pengembangan ilmu sosial dan politik, khususnya dalam ruang lingkup



yang diwujudkan melalui partisipasi politik dan kemasyarakatan.

b. Memberikan konsep baru yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan
pembanding dan pertimbangan bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi kalangan akademisi dalam
melakukan kajian lebih lanjut yang berhubungan dengan penerapan
electronic government dan kontribusinya terhadap pemerintah.

b. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi sumber informasi bagi
pembaca dan peneliti, khususnya bagi mahasiswa yang sementara
menyusun skripsi yang berkaitan dengan masalah-masalah pelayanan

publik.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian

terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama

seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa

penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian

penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal

terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Kabupaten Bone

. Faktor

. Kebijakan

Nam_a_ Judul Penelitian Hasil Penelitian

Peneliti

(Sry, Kualitas Pelayanan | 1. Kualitas Pelayanan  Aparatur

2020) Aparatur ~ Pemerintah Pemerintah melalui  penerapan
melalui Penerapan E- e-government di Dinas
Government Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kependudukan Dan Kabupaten = Bone memberikan
Catatan Sipil dampak peningkatan terhadap

kualitas pelayanan publik. Hal ini

dapat dilihat dari 4 indikator :

a. Kesederhanaan dan Kejelasan
Prosedur Pelayanan

b. Efisiensi dan Ketepatan Waktu

c. Biaya yang sesuai

d. Keadilan yang merata

yang  mempengaruhi

pelaksanaan e-government pada

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Bone adalah

sebagai berikut:

Pemerintah/Aturan




tentang pelaksanaan e-
government yang mampu
menyukseskan pemerintah dalam
penyelenggaraan pelayanan
terhadap masyarakat.

. Sumber daya manusia mampu

menunjang implementasi e-
government

. Ketersediaan sarana dan

prasarana yang mencukupi
peningkatan kualitas pelayanan
publik

. Tingkat Partisipasi dan

pemahaman masyarakat terhadap
informasi dan teknologi

Perbedaan : penelitian yang dilakukan Sry Handayani fokus pada kualitas

pelayanan aparatur pemerintah dan faktor yan mempengaruhi pelaksanaan e-

goverment sedangkan yang diteliti penulis adalah fokus kepada dampak

pelayanan aparatur pemerintah melalui e-goverment.

Nam_a_ Judul Penelitian Hasil Penelitian
Peneliti
(Julius , Kualitas Pelayanan | 1. Peran aparatur pemerintah dalam
2016) Publik Aparatur Sipil kaitan dengan pelayanan publik
Negara di  Kantor secara umum dapat dikatakan
Kecamatan Wori cukup memadai hal ini dilihat dari
Kabupaten ~ Minahasa peran aparatur pemerintah dalam
Utara melaksanakan tugas dan tanggung

. Capaian

jawab, system pelayanan yang
diberikan, prosedur motede kerja
pelayanan, kemampuan dalam
memberikan pelayanan, perilaku
aparat dalam memberikan
pelayanan serta standar biaya
pelayanan yang dibutuhkan secara
umum adalah cukup baik.

kerja bagi aparatur
pemerintah dapat ditentukan oleh
adanya motivasi Kkerja, prestasi




kerja serta standar penilaian DP3
dimana sebagian besar informan
menyatakan cukup baik.

3. Hambatan yang ditemui dalam
kegiatan pelayanan antara lain
masih ditemukan lemahnya sikap
mental, Kkurangnya kesadaran
aparatur terhadap tugas/kewajiban.

Perbedaan : penelitian yang dilakukan Julius Randang fokus pada kualitas
pelayanan aparatur pemerintah dan hambatan yang mempengaruhi pelayanan
publik sedangkan yang diteliti penulis adalah fokus kepada dampak

pelayanan aparatur pemerintah melalui e-goverment.

B. Kajian Teorli
1. Konsep Pelayanan
a. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yakni Pasal 1 ayat (1) Pelayanan
publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Lewis dan Gilman (Hayat, 2017), mengemukakan bahwa
pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik
dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan

dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan



yang diberikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani

adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk

menjunjung tinggi kepercayaannya kepada masyarakat. Kepercayaan
masyarakat adalah sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya

pemerintahan yang baik (Sellang et al., 2019).

. Prinsip Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik Point VV A prinsip pelayanan publik, yaitu:

1) Kesederhanaan, pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan.

2) Kejelasan, (a) persyaratan teknis dan administrative pelayanan
publik; (b) unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; (c) rincian biaya
pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3) Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4) Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat
dan sah.

5) Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan
rasa aman dan kepastian hukum.

6) Tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik
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atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan
pelayanan publik.

7) Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan
prasarana Kkerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan
informatika (telematika).

8) Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan
yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat
memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9) Kedisiplinan, kesopanan, keramahan, yaitu pemberi pelayanan harus
bersikap disiplin, sopan, santun,ramah, serta memberikan pelayanan
dengan ikhlas.

10) Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib,teratur,
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang
indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung
pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain (Sellang
etal., 2019).

c. Kualitas Pelayanan Publik

Kinerja pegawai menjadi penting untuk ditingkatkan agar
mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada

segenap masyarakat yang dilayani (Robbi, Parawu, & Tahir, 2020).
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Dimensi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk
mengukur kualitas pelayanan publik menurut Zeithaml, Parasuraman
dan Berry (dalam Harbani Pasalong, 2013 : 135) sebagai berikut:

1) Tangibles adalah kualitas pelayanan yang berupa tampilan fisik.

2) Reliability adalah kemampuan dan keandalan untuk menyediakan
jasa pelayanan yang terpercaya dan akurat.

3) Responsiveness adalah kesanggupan karyawan untuk membantu dan
menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap
terhadap keinginan konsumen.

4) Assurance (jaminan) adalah kemampuan dan keramahan serta sopan
santun pegawai dalam meyakinkan konsumen

5) Empaty adalah sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai
terhadap konsumen (Harbani, 2013).

. Ciri-ciri Pelayanan Publik

Leemans (Zainuddin, 2016), mengungkapkan bahwa pelayanan
publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh
adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan dengan
ciri sebagai berikut:

1) Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi
tujuan dan sasaran.

2) Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan

diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit,
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mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang
meminta pelayanan.

3) Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya
kejelasan dan kepastian mengenai (a) Prosedur/ tata cara pelayanan;
(b) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
persyaratan administratif; (c) Unit kerja dan atau pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
(d) Rincian biaya/ tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya; (e)
Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

4) Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan
kerja/pejabat  penanggungjawab  pemberi  pelayanan, waktu
penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan
dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar
mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta
maupun tidak diminta.

5) Efisiensi, mengandung arti: (a) Persyaratan pelayanan hanya dibatasi
pada hal-hal  berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran
pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara
persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan; (b) Dicegah
adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses
pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya
kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain

yang terkait.
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6) Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan
pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang
telah ditentukan.

7) Responsif, mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi
masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani.

8) Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan,
keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa
mengalami tumbuh kembang (Sellang et al., 2019).

. Faktor yang mempengaruhi pelayanan

Moenir (2010) mengemukakan bahwa dalam pelayanan umum
terdapat beberapa faktor pendukung yang penting, diantaranya;

1) Faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung
dalam pelayanan umum;

2) Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan; faktor
organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan
berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan;

3) Faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup
minimum, faktor keterampilan petugas, dan

4) Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Keenam faktor itu
masing-masing mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling
memengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan

pelaksanaan pelayanan secara optimal baik berupa pelayan verbal,
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pelayanan tulisan atau pelayanan dalam bentuk gerakan/tindakan
dengan atau tanpa tulisan (Sellang et al., 2019).
f. Asas-Pelayanan
Menurut Ibrahim dalam Mulyadi (2016), asas-asas pelayanan
publik, antara lain:

1) Hak dan Kewajiban, baik pemberi maupun penerima pelayanan
publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-
masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam
pelaksanaannya

2) Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan
dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk
membayar, berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitasnya.
Tentunya kebijakan publik yang melahirkan aturan perundang-
undangan atau peraturan daerah tersebut, harus pula menganut
prinsip - partisipasi masyarakat sejak masukan proses hingga
pengambilan keputusannya, karena yang menjadi obyek pelayanan
tersebut.

3) Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus
diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan,
kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat di pertanggung
jawabkan (mestinya juga dengan penuh empati dalam

pelayanannya).
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4) Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instani atau lembaga
pemerintah atau pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka instansi
atau lembaga pemerintah atau pemerintahan yang bersangkutan
berkewajiban “member peluang” kepada masyarakat untuk ikut
menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Rasyidin, 2017).

2. Konsep E-Government
a. Pengertian E-Government

Menurut Abidin dalam Lia & Shofwan (2020), e-government
merupakan sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat
berbasis internet, untuk merekam dan melacak informasi publik
dan memberi akses layanan publik oleh instansi pemerintah. Proyeksi
nyata mengenai definisi ini adalah misalnya masyarakat dapat
membayar rekening listrik atau mengelola perizinan usaha secara
mandiri dengan bantuan sistem informasi manajemen yang terbuka,
mudah, dan cepat (Lia & Shofwan, 2020).

Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Nasional. E-Government adalah
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses
pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi,
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan TIK dalam

proses bisnis membuat organisasi selalu berusaha untuk
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mengimplementasikan teknologi untuk proses yang terintegrasi (Yasti

Nursah, 2020).

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa E-Government
adalah pemanfaatan teknologi informasi dan instansi pemerintah untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan
prinsip transparansi dan persamaan hak masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan electronic government atau yang biasa dikenal dengan
sebutan E-Government.

. Pemicu Utama E-Government

Dilihat dari sejarahnya, konsep e-government berkembang
karena adanya 3 (tiga) pemicu (drivers) utama, yaitu:

1) Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah
membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum,
transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance,
perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-
hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang
bersangkutan tidak ingin diasingkan dari pergaulan dunia. Dalam
format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap
peranannya didalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan
fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi
kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan

masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global. Jika
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dahulu di dalam sebuah negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi
pemerintahan (supply side), maka saat ini bergeser ke arah
masyarakat (demand side), sehingga tuntutan masyarakat terhadap
kinerja pemerintahnya menjadi semakin tinggi (karena untuk dapat
bergaul dengan mudah dan efektif dengan masyarakat negara lain,
masyarakat disebuah negara harus memiliki sebuah lingkungan yang
kondusif dimana hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah).

2) Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi)
terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan
pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat
segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan
di dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu
diberbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secara
langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan
perantara (mediasi) apapun. Tentu saja buah dari teknologi ini akan
sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa modern harus
bersikap dalam melayani masyarakatnya, karena banyak aspek-aspek
dan fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak
langsung telah diambil alih oleh masyarakatnya sendiri (misalnya
masalah pers, sosial, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain
sebagainya) karena adanya teknologi ini. Inilah alasan lain mengapa

pemerintah dipaksa untuk mulai mengkaji fenomena yang ada agar
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yang bersangkutan dapat secara benar dan efektif mereposisikan
peranan dirinya.

3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas
dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan
kegiatan ekonominya. Keintiman antara masyarakat (sebagai
pelanggan) dengan pelaku ekonomi (pedagang, investor, perusahaan,
dan lain-lain) telah membuat terbentuknya sebuah standard
pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Percepatan
peningkatan Kkinerja di sektor swasta ini tidak diikuti dengan
percepatan yang sama di sektor publik, sehingga masyarakat dapat
melihat adanya kepincangan dalam standard kualitas pemberian
pelayanan. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan
masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin
tinggi, bahkan jika terbukti terjadinya penyimpangan-penyimpangan
dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah melalui demonstrasi atau jalur-
jalur lainnya. Ketiga aspek di atas menyebabkan terjadinya tekanan
dari masyarakat agar pemerintah memperbaiki kinerjanya secara
signifikan dengan cara memanfaatkan berbagai teknologi informasi
yang ada. Negara Inggris misalnya melihat perkawinan antara
pemerintah dengan teknologi informasi melahirkan sebuah konsep
yang diistilahkan sebagai Electronic Service Delivery (ESD), yaitu

bagaimana melalui media elektronik dan digital, pemerintah dapat
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menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakatnya. ESD ini
kemudian berkembang dan menjadi cikal bakal dari e-government,
yaitu mekanisme dimana pemerintah menggunakan teknologi
informasi  (terutama internet) sebagai sarana utama yang
menghubungkan dirinya dengan para stakeholder, yaitu masyarakat
umum, kalangan industri, dan sektor publik lainnya (Indrajit, 2006).
c. Klasifikasi E-Government
Pada intinya e-government merupakan penggunaan teknologi
informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan
masyarakat ataupun pihak-pihak lain. Konsep e-government apabila
diklasifikasikan menurut Richardus Eko Indrajit dibagi kedalam empat
jenis, yaitu:

1) Government to Citizens (G-to-C), tujuannya adalah untuk
mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui kanal-kanal
akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah
menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan
pelayanan sehari-hari.

2) Government to Business (G-to-B), merupakan bentuk relasi antara
pemerintah dengan para pengusaha, dengan tujuan untuk
memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda
perusahaannya.

3) Government to Government (G-to-G), merupakan interaksi antar satu

pemerintah dengan pemerintah lainnya dengan tujuan untuk
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memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-
entiti negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan
administrasi perdagangan, proses-proses politik dan mekanisme
hubungan sosial dan budaya.

4) Government to Employes (G-to-E), tujuannya untuk meningkatkan
kinerja dan kesejahteraan para pegawai negri atau karyawan
pemerintahan yang bekerja disejumlah institusi sebagai pelayan
masyarakat.

Klasifikasi jenis-jenis e-government di atas adalah yang menjadi
dasar bahwa penerapan e-government sangat penting. Jenis-jenis
tersebut menggambarkan suatu interaksi, dimana pemerintah sebagai
unsur penyelenggara roda pemerintahan sangat membutuhkan adanya
hubungan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang
dibutuhkan publik (Yasti Nursah, 2020).

. Sasaran E-Government

Berikut adalah sasaran pembangunan e-government :

1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik
yang berkualitas dan terjangkau.

2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk
meningkatkan dan  memperkuat kemampuan perekonomian

menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
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3) Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah
serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses
kepemerintahan.

4) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan
dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar Lembaga
pemerintah (Depkominfo, 2005).

. Tujuan E-Government

Sutabri (2013), mengatakan tujuan dari e-government adalah
untuk mencapai tata pemerintahan yang baik menurut UNDP yang
terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1) Partisipasi: kebebasan berkumpul dan mengungkapkan hak/ suara
dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak
langsung bagi semua pria maupun wanita.

2) Supremasi hukum: kerangka hukum yang adil dan diberlakukan
tanpa memandang lagi, terutama hukum yang menyangkut HAM
(Hak Asasi Manusia).

3) Transparansi: unsur yang dibangun atas dasar arus informasi yang
bebas.

4) Cepat tanggap lembaga dan seluruh proses di dalamnya harus
berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5) Membangun konsensus. Terbangunnya konsensus yang menyeluruh

dalam hal yang terbaik bagi kelompok masyarakat untuk
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penjembatan kepentingan yang berbeda bagi tata pemerintahan yang
baik.

6) Kesetaraan. Semua warga baik pria atau wanita memiliki
kesempatan untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan
mereka.

7) Efektif dan efisien. Proses yang ada di lembaga pemerintahan yang
mendapatkan hasil sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat
dengan menggunakan sumber data yang ada dengan optimal.

8) Bertanggungjawab. Pihak yang melakukan pengambilan keputusan
yang ada di pemerintahan yang bertanggung jawab kepada bentuk
yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan jenis organisasi.

9) Visi strategis. Pemimpin dan masyarakat yang memiliki perspektif
luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan
pembangunan serta apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan
perkembangan tersebut (Wijaya, 2013).

. Dampak E-Government

Perubahan yang terjadi, baik di lingkungan internal (internal
environment) maupun lingkungan eksternal (external environment)
dapat menimbulkan dampak, baik dikehendaki (intended impact)

maupun tidak dikehendaki (unintended impact) (Sobri Abben Sarbeni ,

Widiyono, 2020).

Menurut Roy Bhaskar dalam buku Agus Salim, proses dampak

dapat menimbulkan dampak, baik dikehendaki (intended impact)
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maupun tidak dikehendaki (unintended impact). Dampak adalah
pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif maupun negatif.
Dalam kasus ini, yang dikemukakan oleh Joko Widodo dalam Jotin
Khisty dan B. Kent Lall, dampak merupakan pengaruh-pengaruh yang
dimiliki pelayanan angkutan umum terhadap lingkungan sekitar dan
keseluruhan kawasan yang dilayaninya. Perubahan yang dapat
menimbulkan dampak ini tentunya akan menimbulkan masalah dan
harus dipikirkan langkah antisipasi atau upaya pemecahannya. Oleh
karena itu, langkah ini harus mampu melakukan pencermatan atau
mengenali setiap perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal
maupun eksternal.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh dan
akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan,
biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif dan
negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah
pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal
sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas
sebuah keputusan yang akan diambil.

Menurut Selo Soemardjan, dampak adalah segala perubahan-
perubahan pada lembaga-lembaga kemasyrakatan di dalam suatu
masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di

dalamnya nilai-nilai sosial, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-
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kelompok dalam masyarakat. Dampak sendiri dikelompokkan menjadi
2 macam:
1) Dampak positif adalah akibat baik atau pengaruh menguntangkan
yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa.
2) Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang dihasilkan dari akibat
negatif (Romadhon, 2018).
a. Proses Dampak
Menurut Roy Bhaskar dalam buku Agus Salim, proses
dampak biasanya terjadi secara wajar (naturally), gradual,
bertahap serta tidak pernah terjadi secara radikal atau
revolusioner. Proses pada dampak meliputi: Proses Reproduction
dan Proses Transformation. Proses Reproduction adalah proses
mengulang-ulang, menghasilkan kembali segala hal yang diterima
sebagai warisan budaya dari nenek moyang Kita sebelumnya.
Dalam hal ini meliputi bentuk warisan budaya dalam kehidupan
sehari-hari meliputi;
1) Material (Kebendaan dan teknologi) dan,
2) Immaterial (Non benda, adat, norma, dan nilai-nilai)
(Romadhon, 2018).
Konsep e-government mengacu pada penggunaan
teknologiinformasi & komunikasi oleh pemerintahan. Dengan
menggunakan e-government dapat meningkatkan hubungan

antara pemerintah dengan penduduk, bisnis & kegiatan lainnya.
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1. Dampak positif dari Teknologi Informasi & Komunikasi dalam

bidang pemerintahan, antara lain:

a.

b.

Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis,

dan masyarakat umum.

Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah
diperoleh.
Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat

akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya sendiri.
Hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi penghalang
bagi masyarakat.

Adanya e-government saat ini akan berimbas pada sumber
daya manusia disetiap pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, teknologi informasi
dianggap sebagai alat “pengotomasi proses” yang dapat

mengurangi proses secara manual.

2. Dampak Negatif dari Teknologi Informasi & Komunikasi di

Bidang Pemerintahan antara lain:

1) Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah

akan memudahkan terjadinya cyber crime.

2) Biaya, walaupun politik dalam pemerintahan menggunakan

IT lebih meminimalisir biaya tetapi dalam penyusunan

infrastrukturnya membutuhkan biaya yang cukup besar.
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3) Jangkauan akses, harus diakui tidak semua orang bisa
mengakses internet dengan mudah misalnya mereka yang
berada di pedalaman akan sulit untuk mengakses internet.

4) Banyak negara yang meragukan berita-berita negara yang
diterbitkan oleh negaranya sendiri (Sisil, 2018).

g. Dampak E-Government Dalam Pelayanan Publik
Berikut dampak penggunaan e-government dalam pelayanan
publik:

1) Tercipta pemerintahan yang lebih baik karena proses pelayanan yang
lebih transparan, terjadi kontrol masyarakat yang lebih kuat, dan
pengawasan yang lebih lekat waktu (real time).

2) Berkurangnya praktik-praktik korupsi, dikarenakan komputer tidak
memiliki sifat bawaan yang mengarah pada perilaku korup, segala
sesuatu yang terjadi pada sistem komputer hanya bila memang
secara sengaja dan sistematis dirancang untuk melakukannya.

3) Tata hubungan yang lebih ramping untuk terlaksananya pelayanan
pemerintah yang lebih baik, baik hubungan antara pemerintah
dengan masyarakat (government-citizens), pemerintah dengan dunia
usaha (government-business), ataupun hubungan antar lembaga
pemerintahan (government-government).

4) Peningkatan efisiensi pemerintahan disemua proses, untuk
menghindari pemborosan belanja sektor publik atau inefisiensi

dalam berbagai proses.
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5) Tercipta efisiensi dalam skala ruang dan waktu (Muliawaty, L., &
Hendryawan, S, 2020).
. Faktor yang Mempengaruhi E-Government
E-Government adalah mengenai hubungan atau interaksi antar
pemerintah dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penerapan
e-government tentu tidak lepas dari beberapa faktor, baik itu yang
mendukung maupun yang mengambat.
1. Faktor pendukung
Faktor pendukung adalah hal-hal yang dianggap senagai
pendukung keberhasilan dari penerapan e-government di lingkungan
pemerintahan. Berikut ini faktor pendukung penerapan e-government
yang dikembangkan oleh beberapa ahli, yaitu Indrajit, Bruno Lanvin,
J. Ramon Gil, Ali M. Al-Naimat dan beberapa hasil penelitian yang
dilakukan pada penelitian sebelumnya:
1) Kepemimpinan
2) Perencanaan
3) Stakeholder
4) Sumber daya
5) Teknologi Informasi memadai
6) Infrastruktur memadai
7) Anggaran biaya

8) Penggunaan waktu yang efektif
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2. Faktor penghambat
Dalam mengimplementasikan e-government tentunya akan
ada hambatan-hambatan yang muncul, faktor-faktor penghambat
tersebut antara lain (Sosiawan. Edwi Arief, 2008) :

a. Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharing) informasi dan
mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada
pameo yang mengatakan: Apabila bisa dipersulit mengapa
dipermudah?. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan
dengan mempersulit mendapatkan informasi ini.

b. Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar
yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan
mendokumentasikan ~ (apa  saja), padahal  kemampuan
mendokumentasi ini menjadi bagian dari standar software
engineering.

c. Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan
sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang
memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM
yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis/industri.

d. Infrastruktur yang belum memadai dan belum handal.
Infrastrukur telekomunikasi Indonesia memang masih belum
tersebar secara merata. Di berbagai pelosok daerah di Indonesia
masih ada yang belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran

listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif
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mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget)
untuk keperluan ini.

e. Tempat akses yang terbatas. Sejalalan dengan hambatan di atas,
tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di
beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat
bergotong-royong untuk menciptakan access point yang
terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di
Indonesia hal - ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor
pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

Sedangkan hambatan pengembangan e-government jika
ditinjau dari perspektif birokrasi sebagai penyelenggara layanan
publik melalui elektronik adalah sebagai berikut (Rokhman. A,
2008) :

a. Peopleware. Sumberdaya manusia yakni kemampuan para
pejabat birokrasi maupun staff dalam menggunakan internet yang
masih sangat terbatas. Hal ini terbukti dari masih sangat
tergantungnya birokrasi dalam pengembangan e-government
terhadap pihak luar. Operasionalisasi e-government juga tidak
berjalan lancar ditandai dengan sarana interaksi yang disediakan
tidak ada aktivitas yang berarti.

b. Hardware, yakni berkaitan dengan teknologi dan infrastuktur.
Terbatasnya hardware dan software serta masih sedikitnya

instansi pemerintah yang terhubung pada jaringan baik lokal
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(LAN) maupun global (Internet) menyebabkan perkembangan e-
government tidak dapat berjalan lancar.

. Organoware. Hambatan birokrasi, seringkali instansi pemerintah
dalam mengoperasionalkan egovernment menemui kendala dalam
aspek organisasi. Kendala ini ditandai dengan tidak fleksibelnya
Struktur Organisasi dan Tatakerja (SOT) birokrasi yang dapat
mewadahi perkembangan baru model pelayanan publik melalui e-
government. Para admin e-government di beberapa daerah yang
selalu - memonitor pengaduan masyarakat tidak mempunyai
wewenang dan kemampuan untuk langsung berinteraksi dengan
masyarakat misalnya dalam memberikan jawaban. Sedangkan
untuk meminta pejabat atau pegawai yang terkait untuk menjawab
pertanyaan yang telah diajukan masyarakat, para admin tersebut
tidak mempunyai wewenang. Hambatan birokrasi lainnya adalah
belum adanya regulasi yang mengijinkan transaksi melalui media
elektronik dapat dianggap sah. Walaupun sudah ada Undang-
Undang ITE namun belum ada Juklak dan Juknis. Disamping
SOT dan regulasi, hambatan organoware berikutnya adalah
terbatasnya dana yang tersedia untuk pengembangan dan
operasionalisasi e-government di daerah. Pemerintah pusat hanya
menyediakan kerangka kebijakan dan panduan tidak disertai
dengan alokasi dana sehingga harus ditanggung oleh daerah yang

bersangkutan.
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3. Konsep Aparatur Pemerintahan

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadinata, kata
pegawai berarti : “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan
sebagainya)”. Sedangkan ‘“Negeri” berarti “Negara” atau “Pemerintah” jadi
Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, yang menyebutkan bahwa, “Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
Pemerintah” (Sahambangung et al., 2019).

Dalam A.W. Widjaja (dalam Sahambangung et al., 2019) berpendapat
bahwa, “pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah
maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh
karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk
mencapai tujuan tertentu (Sahambangung et al., 2019).

C. Kerangka Pikir
Pelayanan aparatur pemerintah merupakan suatu kegiatan melayani
publik baik berinteraksi langsung atau tidak sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat. Hal ini melayani keperluan orang atau masyarakat
yang memiliki kepentingan pada organisasi sesuai yang ditetapkan organisasi
sendiri. Sedangakan electronic government merupakan upaya untuk
menyelenggarakan pelayanan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.



32

Penelitian mengenai dampak penerapan e-government di Disdukcapil
Kabupaten Jeneponto untuk mengetahui bagaimana dampak pelayanan yang
dilakukan oleh Disdukcapil dalam memberikan pelayanan melalui penerapan
e-government tersebut. Penulis memfokuskan pada lima indikator dampak
pelayanan karena adanyan e-government, yaitu terciptanya pemerintahan
lebih baik, praktik korupsi berkurang, tata hubungan lebih ramping,
peningkatan efisiensi pemerintahan, dan tercipta efisiensi skala ruang dan
waktu.

Kelima indikator diatas menjadi indikator untuk mengukur bagaimana
dampak penerapan e-government dalam pelayanan publik seperti pelayanan
e-KTP dan Kartu Keluarga serta faktor-faktor apa saja yang mendukung
pelayanan melalui penerapan e-government. Apabila indikator diatas
terlaksana dengan baik, maka kualitas pelayanan aparatur pemerintah melalui
penerapan e-government di Disdukcapil Kabupaten Jeneponto akan
meningkat.

Adapun yang menjadi gambaran dari kerangka konseptual dalam

penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :
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Penerapan Electronic
Government Dalam
Pelayanan Publik di
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto

Dampak pelayanan karena adanya
e-government :
Terciptanya pemerintahan lebih baik.

Praktik korupsi berkurang

Tata hubungan lebih ramping.
Peningkatan efisiensi pemerintahan
Tercipta efisiensi skala ruang dan
waktu.

(Muliawaty,L., & Hendryawan, S., 2020)

ko E

V

Faktor Pendukung :

1. Infrastruktur memadai
2. Anggaran biaya

3. Sumber daya

Faktor Penghambat :

1. Peopleware

2. Hardware

3. Kultur  berbagi  (sharing)

belum ada
|

Dampak Penerapan E-Government Dalam
Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu dampak pelayanan aparatur

pemerintah melalui penerapan e-government dan faktor-faktor pendukung dan

penghambat dalam penerapan e-government di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto dengan indikator-indikator penting yang

berkaitan dengan e-governmentyaitu: (1) terciptanya pemerintahan lebih baik,

(2) praktik korupsi berkurang, (3) tata hubungan lebih ramping, (4)
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peningkatan efisiensi pemerintahan di semua proses, dan (5) tercipta efisiensi

skala ruang dan waktu.

Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan dari kerangka pikir yang terdapat diatas, maka dapat kita
temukan deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Terciptanya pemerintahan yang lebih baik karena proses pelayanan yang
lebih transparan, mudah dikontrol dan real time. Melalui pelayanan e-
government memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan
mengakses layanan yang sediakan di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Jeneponto.

2. Praktik korupsi berkurang, dikarenakan komputer tidak memiliki sifat
bawaan yang mengarah pada perilaku korup, segala sesuatu yang terjadi
pada sistem komputer hanya bila memang secara sengaja dan sistematis
dirancang untuk melakukannya.

3. Tata hubungan yang lebih ramping, yaitu hubungan antar pemerintah,
pelaku bisnis, dan masyarakat sipil. Adanya keterbukaan diharapkan dapat
merubah hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, karena
keterbukaan ini diharapkan dapat menghilangkan rasa curiga dan
kekesalan dari semua pihak terhadap pemerintah.

4. Peningkatan efisiensi pemerintahan di semua proses, yaitu pelaksanaan
pemerintahan lebih efisien. Misalnya sosialisasi berbagai produk
pemerintah kabupaten kepada seluruh aparatur akan lebih murah manakala

dilakukan secara online.



35

5. Tercipta efisiensi skala ruang dan waktu. Dalam hal pembuatan surat-surat
dan dokumen penting akan lebih mudah dan cepat serta pelaksanaan
pemerintahan menjadi lebih efisien dan pelacakan data/informasi
seseorang dapat lebih mudah dilaksanakan.

6. Faktor pendukung adalah hal-hal yang mendukung dalam pelayanan
Aparatur pemerintah _melalui penerapan e-government di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto.

7. Faktor penghambat adalah yang menghambat pelayanan aparatur
pemerintah melalui penerapan e-government di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto.



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian
1. Waktu Penelitian
Waktu yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian
ini yaitu kurang lebih selama dua bulan mulai dari awal bulan April sampai
dengan Mei 2022.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil ‘lokasi- penelitian di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Alasan peneliti mengambil lokasi
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto yaitu
mengingat fenomena yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto dalam proses pelayanan masih perlu diarahkan kearah
yang lebih baik secara aktif dan produktif dalam pemberian kontribusi
dalam pembangunan bangsa.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dimana penelitian ini
berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada
sebagai pendukung, kemudian hasil yang didapat dari proses penelitian akan
memunculkan teori dari data tersebut.
2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimaksudkan untuk

36
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memberi gambaran secara jelas dan mengklarifikasi mengenai masalah-
masalah kenyataan sosial yang diteliti. Adapun masalah yang diteliti adalah
dampak pelayanan aparatur pemerintah melalui penerapan e-government di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Jeneponto.
C. Sumber Data
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi
mengenai data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul
data.

2. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpulan data, misalnya studi kepustakaan baik berupa buku,
jurnal, majalah, dan dokumen lainnya.

D. Informan Penelitian
Informan yang diambil dari lingkungan di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Tujuan dipilihnya Informan penelitian
adalah orang yang menurut peneliti paling banyak mengetahui atau terlibat
langsung dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk
memilih informan dalam penelitian, peneliti mendapatkannya dengan
menggunakan metode purposive sampling yang berdasarkan pertimbangan
peneliti. Pemilihan informan yang dipilih secara sengaja untuk memperoleh
data informasi penelitian (purposive sampling) yang tujuannya untuk

mengambil sampel secara subjektif dengan anggapan bahwa sampel yang
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dipilin merupakan keterwakilan (refresentatif) bagi peneliti, sehingga data
yang dikumpulkan akan didapat langsung pada sumbernya yang dapat
dilakukan secara profesional demi keakuratan penelitian. Adapun yang menjadi
sumber informasi dalam penelitian yakni:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No. Jabatan/instansi

1. | Kepala Dinas Disdukcapil Kab. Jeneponto

2. | Kabid Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan

3. | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. | Masyarakat

. Teknik Pengumpulan Data

Menyusun instrumen adalah pekerjaan yang paling penting dalam
langkah penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi
untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara
pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu
dengan cara observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi observasi
merupakan suatu aktifitas yang dilakukan untuk mengetahui kondisi
sebenarnya dilapangan dilakukan oleh peneti secara berkesinambungan
sehingga memperoleh fakta sesungguhnya di lapangan. Dalam penelitian ini
observasi dilakukan ketika diperlukan pengecekan langsung terhadap dampak
pelayanan aparatur pemerintah melalui penerapan E-government di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto.

1. Wawancara (interview) merupakan sebuah aktivitas yang dikerjakan oleh
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peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dari informan secara
langsung. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam untuk
memperoleh Kketerangan, yang dilakukan dengan tanya jawab secara
langsung oleh peneliti dengan sumber, dengan bantuan pedoman agar
mempermudah proses wawancara.

2. Dokumentasi merupakan kegiatan untuk memperoleh data dari narasumber,
data yang diperoleh yaitu melalui rekaman dan dokumen. Dokumen
digunakan untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan data-data yang
dibutuhkan. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara
jelas dan konkret tentang dampak pelayanan aparatur pemerintah melalui
penerapan e-government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto.

F. Teknik Analisis Data
Analisa data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil
penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan
sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam
menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model analisa interaktif (interactive model of analysis).

Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok, ketiga komponen menurut Miles

dan Huberman (Sugiyono, 2017) tersebut yaitu:

1. Reduksi Data merupakan komponen pertama analisis data yang
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang

tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti
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dapat dilakukan.

2. Sajian Data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan
kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya
makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus
mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat
peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan
kesimpulan dapat di pertanggung jawaban.

G. Pengabsahan Data
Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai macam cara untuk menguiji
keabsahan data yang diperoleh salah satunya teknik triagulasi. Menurut

Sugiyono (2017) Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber

data yang telah ada.
Untuk menguji keabsahan data pada rumusan masalah, maka peneliti
menggunakan triagulasi menurut Sugiyono, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah
diperolen melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan
pengumpulan dan pengujian data yang telah diperolen melalui hasil
pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian
peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
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2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang
diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen.
Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut,
menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peniliti melakukan diskusi
lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk
memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar
karena sudut pandangnya berbeda-beda.
3. Triangulasi Waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber
masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid
sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data
dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekkan dengan wawancara,
observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil
uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang
sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga
dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang

diberi tugas melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2017).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto

b. Letak Geografis

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Sulawesi Selatan yang secara makro bentang alamnya terdiri dari daerah
dataran terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak
pada bagian utara, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kabupaten
Jeneponto terletak di ujung selatan bagian barat dari wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan dengan Ibukota Bontosunggu, berjarak sekitar 91 Km
Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, secara geografis terletak
antara 5°23°12” - 5°42°1,2” LS dan antara 119°29°12” - 119°56°44,9”
BT. Batasan wilayah Kabupaten Jeneponto adalah:

1) Sebelah Utara - Kabupaten Gowa dan Takalar
2) Sebelah Timur - Kabupaten Bantaeng
3) Sebelah Barat - Kabupaten Takalar
4) Sebelah Selatan - Laut Flores.
c. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km?2 atau

74.979 Ha dan hanya 1.20% dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan,

yang meliputi 11 Kecamatan.

42
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Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kab. Jeneponto
Luas Wilayah Persentase Terhadap
No. Kecamatan (km?) Luas Kabupaten (%6)
1. | Bangkala 121,82 16,25
2. | Bangkala Barat 152,96 20,40
3. | Tamalatea 57,58 7,68
4. | Bontoramba 88,30 11,78
5. | Binamu 69,49 9,27
6. | Turatea 53,76 7,17
7. | Batang 33,04 441
8. | Arungkeke 29,91 3,99
9. | Tarowang 40,68 5,43
10. | Kelara 43,95 5,86
11. | Rumbia 58,30 7,78
Total 749,79 100,00

Sumber : BPS Kab. Jeneponto, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan Bangkala Barat

merupakan kecamatan terluas yakni 152,96 km? sedangkan kecamatan

Arungkeke merupakan wilayah terkecil di Kabupaten Jeneponto yakni

hanya 29,91 km?.

. Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Jeneponto terus mengalami pertumbuhan tiap

tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Jeneponto periode 2018-2020

No Jeneponto Jumlah Penduduk (Jiwa)
2018 2019 2020
1 | Bangkala 54.425 54.964 59.420
2 | Bangkala Barat 28.753 29.038 30.524
3 | Tamalatea 41.976 42.140 49.506
4 | Bontoramba 36.387 36.530 40.061
5 | Binamu 56.543 57.022 63.570
6 | Turatea 32.274 32.546 35.084
7 | Batang 19.516 19.538 21.519
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8 | Arungkeke 18.539 18.558. 21.318
9 | Tarowang 22.708 22.733 24.845
10 | Kelara 27.299 27.327 30.291
11 | Rumbia 23.373 23.396. 25.472

Jumlah 361.793 363.792 803.220

Sumber : BPS Kab. Jeneponto, 2020
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto
Disdukcapil Jeneponto merupakan instansi pemerintah yang bertugas
dalam pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas
lainnya yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya di
wilayah Jeneponto.
a. Tugas pokok
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sekretariat Daerah Kab.
Jeneponto mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
administrasi kependudukan.
Uraian Tugas:
a. Penyusunan program dan anggaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
b. Pengelolaan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan

barang milik negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



45

. Pengelolaan urusan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan  sipil, pengelolaan  informasi  administrasi
kependudukan,  kerjasama  administrasi  kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi  administrasi
kependudukan, kerjasama,pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan  serta  inovasi  pelayanan  administrasi
kependudukan;

. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

j. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;

. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

. Pelaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

.Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi
kependudukan;

. Melaksanakan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil, dan;
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0. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas memberikan  pelayanan

administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan

tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua

unsur di lingkungan Dinas

Uraian Tugas:

a.

b.

d.

a

Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
barang milik Negara;

Pengeloaan urusan ASN;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayananan pendaftaran penduduk

Uraian Tugas:

a.

b.

Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;


https://dukcapil.jenepontokab.go.id/tupoksi#faq-list-3
https://dukcapil.jenepontokab.go.id/tupoksi#faq-list-4
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e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran
penduduk;
g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
4. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil
Uraian Tugas:
a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan sipil;
d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.
5. Kabid Pengelolaan Administrasi Kependudukan
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi
kependudukan
Uraian Tugas:
a.Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi


https://dukcapil.jenepontokab.go.id/tupoksi#faq-list-5
https://dukcapil.jenepontokab.go.id/tupoksi#faq-list-6
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kependudukan, pengolahan dan peyajian data kependudukan serta
tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;

b.Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan
serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi
dan komunikasi;

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian
data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia
teknologi informasi dan komunikasi;

d.Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan,
pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan.

6. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan data dan dokumen
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Kependudukan, kerjasa sama administrasi kependudukan dan inovasi
pelayanan administrasi kependudukan
Uraian Tugas :

a.Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen
kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

b.Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen
kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan
data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

d.Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;

e. Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;

f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

g.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan
dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan

b. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jeneponto

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto adalah merupakan dokumen perencanaan yang
menurut program/kegiatan strategis dalam pembangunan Kependudukan

dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jeneponto. Untuk mewujudkan hal
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tersebut telah ditetapkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yaitu :
1. Visi
“Mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang dinamis
dan akurat melalui system informasi administrasi kependudukan dan
pelayanan dokumen kependudukan yang bebas biaya”.
Untuk mewujudkan Visi maka ditetapkan Misi yang akan
menjadi acuan pelaksanaannya.
2. Misi
Adapun Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah
sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka usaha
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

2. Menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi tumbuh
kembangnya kelembagaan kependudukan  dalam rangka
peningkatan pelayanan publik,

3. Mendorong ~ terciptanya ~ peningkatan  kualitas  pelayanan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

4. Mendorong terciptanya ketersediaan data untuk perencanaan
pembangunan dan pemerintahan,

5. Mendorong penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem

dalam rangka verifikasi data individu dalam pelayanan publik,
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6. Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan
(SIAK) dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk
menfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan
disetiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.

c. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Jeneponto terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Program

3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

1. Seksi ldentitas Kependudukan

2. Seksi Perpindahan Penduduk
d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri atas:

1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian

2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian

3. Seksi Pencatatan Perubahan dan Mutasi Data Akte Catatan Sipil
e. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan terdiri atas:

1. Seksi Sistem Teknologi Informasi dan Pelayanan Informasi

2. Seksi Analisa Data Pengolahan dan Dokumen Kependudukan

f. Kelompok Jabatan Fungsional
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B. Dampak Penerapan Electronic Government Dalam Pelayanan Publik di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan suatu
sistem informasi berbasis teknologi informasi yang disusun berdasarkan
prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata
sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib
administrasi dan juga membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah Daerah
didalam menyelenggarakan layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berbasis teknologi
informasi berdasarkan dari hasil penelitian, mengacu pada Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto
menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sejak tahun
2011. Pemerintah membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) secara hertahap. Tahapan pengembangan mulai dari program aplikasi
yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, kemudian pembangunan
infrastruktur dan persiapan sumber daya manusia yang dilakukan oleh
pemerintah daerah masing-masing.

Secara umum pengertian E-Government adalah sistem manajemen
informasi dan layanan masyarakat berbasis Media Elektronik baik dalam
bentuk jearing internet maupun penggunaan media elektonik lain sesuai dengan
kebutuhan pelayanan tersebut. Dengan memanfaatkan media diatas, maka akan

muncul sangat banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada
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masyarakat. Dalam hal ini, e-Government diartikan sebagai penerapan atau
pengaplikasian  penggunaan teknologi informasi oleh instansi-instasi
pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, utamanya dalam
menyediakan layanan publik yang berbasis media elektronik.

Penerapan e-Government di Indonesia telah berlangsung cukup lama,
terlebih semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang
kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government menjadi motivasi
bagi berbagai daerah untuk mengaplikasikannya terutama di Kabupaten
Jeneponto. Tidak bisa dipungkiri hal tersebut menjadi angin segar bagi
penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Sejalan
dengan itu, arus permintaan masyarakat akan pentingnya optimalisasi
pelayanan publik yang mudah dan murah serta transparan membutuhkan
sebuah strategi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Maka
penggunaan teknologi informasi menjadi pilihan yang tak terhindarkan dan
wajib diimplementasikan oleh pemerintah dalam tugasnya.

E-government di Kabupaten Jeneponto mengacu pada penggunaan
teknologi informasi oleh pemerintahan dalam hal pelayanan publik, seperti
menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan
menghubungkan keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Pada
intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat
meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Maka dari itu,
egovernment dibutuhkan guna menambah ketepatan, kejelasan, tanggung

jawab dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dengan tujuan
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menambah kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik khususnya dari
aparat birokrasi.

Layanan yang tersedia pada sistem informasi Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto saat ini meliputi: layanan kependudukan,
pencatatan sipil, produk hukum, dan formulir persyaratan. Layanan ini dapat di

akses melalui situs https://dukcapil.jenepontokab.go.id/ dengan tampilan awal

website sebagai berikut:

Gambar 4.1 Tampilan Awal Website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto

i) (ﬂ https;//dukeapil jenepontokab.go.id & s}) * 0 {(:

DISDUKCAPIL
@KABJENEPONU BERANDA PROFIL v  LAVANAN v MEDIAGINFORMASI v LOGIN

LAYANAN INFORMASI DIGITAL -
DISDUKCAPIL

Semua hal tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Jeneponto, produk hukum, formulir persyaratan serta media dan
informasi terkait

et |

Layanan Kependudukan pada sistem informasi Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto meliputi: Kartu Keluarga, Kartu Tanda

Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, dan Surat Keterangan Datang.


https://dukcapil.jenepontokab.go.id/
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Gambar 4.2 Layanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto

{t @ dukcapiljenepontokab.go.id/layanan-kependudukan = s » O
@ ﬂgﬂﬂgp%‘:%" BERANDA PROFIL ~ LAYANAN v MEDIA & INFORMAS| v LOGIN
Layanan Kependudukan Layanan / Kependudukan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di
bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Keluarga Kartu Keluarga

Kartu Tanda Penduduk
Elektronik

Kartu Keluarga

Kartu Identitas Anak

Surat Keterangan Datang

Layanan Pencatatan Sipil pada sistem informasi Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto yaitu Akte Kelahiran.

Gambar 4.3 Layanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto

Q & dukcapiljenepontokab.go.id/layanan-pencatatan-sipil S «o » 0O
@ ﬂgﬂﬂg&;ﬁ%l' BERANDA  PROFIL v LAYANAN ~ MEDIA & INFORMASI ~ LOGIN
h—
Layanan Pencatatan Sipil Layanan / Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sekretariat Daerah Kab. Jeneponto mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di
bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

AKTA KELAHIRAN AKTA KELAHIRAN

AKTA KELAHIRAN
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Untuk layanan Formulir Pendaftaran pada sistem informasi Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto belum tersedia online,
namun menyajikan informasi-informasi penting misalnya persyaratan
pembuatan Kartu Keluarga, E-KTP dan Akte Kelahiran.

Penerapan e-government tentu berdampak pada pelayanan publik di
ruang lingkup pemerintahan. Berikut dampak penggunaan e-government dalam
pelayanan publik:

1. Terciptanya pemerintahan lebih baik.

2. Praktik korupsi berkurang

3. Tata hubungan lebih ramping.

4. Peningkatan efisiensi pemerintahan

5. Tercipta efisiensi skala ruang dan waktu.

Kelima indikator yang digunakan untuk mengukur dampak pelayanan
Aparatur Pemerintah melalui penerapan e-government seperti pelayanan e-KTP
dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jeneponto.

1. Terciptanya pemerintahan lebih baik
Terciptanya pemerintahan yang lebih baik karena proses pelayanan
yang lebih transparan, terjadi kontrol masyarakat yang lebih kuat, dan
pengawasan yang lebih lekat waktu (real time). Melalui e-government
memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan mengakses layanan
yang sediakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Jeneponto.
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Proses pelayanan lebih transparan artinya prosedur/tata cara
persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan,
waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan
dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah
diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak
diminta.

Terjadi kontrol masyarakat yang lebih kuat artinya terjadi peningkatan
kontrol masyarakat. Sehingga harapan untuk mengembangkan suatu
pemerintahan yang  bersih, transparan ~ dan  penuh  dengan
pertanggungjawaban, atau sering disebut dengan pemerintahan yang bersih
(clean government) memiliki dukungan yang semakin menguntungkan.

Pengawasan yang lebih lekat waktu (real time) artinya mampu untuk
melakukan pengawasan secara langsung pada infrastruktur komputer, dan
secara cepat mampu untuk mengirimkan data status perangkat komputer
tersebut. Sehingga pimpinan dapat melakukan pemantauan, pemeriksaan,
dan evaluasi kerja terhadap pendayagunaan semua sumber daya, untuk
mengetahi kelemahan dan kelebithan yang dapat digunakan untuk
pengembangan kerja di masa depan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Affandi selaku Kepala
Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto:

“adanya penerapan e-government akan memudahkan masyarakat

mengakses informasi yang ada, seperti layanan kependudukan. Selain

itu, memberikan dampak yang besar bagi pelayanan di kantor kami,
khususnya dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga
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Disdukcapil Kabupaten Jeneponto dapat memberikan pelayanan yang
memuaskan kepada masyarakat karena prosesnya yang transparan dan
mudah diawasi”. (Wawancara dengan AA, 26 April 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa melalu penerapan e-
government memberikan dampak besar bagi pelayanan publik di
Disdukcapil Kabupaten Jeneponto karena prosesnya yang transparan dan
mudah dikontrol dan awasi oleh masyarakat. Selain memudahkan
masyarakat memperoleh informasi dan mengakses layanan yang sediakan.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan
yang - diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan
kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui
penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh
informasi yang akurat dan memadai. Tranparansi dibangun atas dasar arus
informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan
informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan
informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat
terhadap  pemerintahan,  meningkatnya jumlah masyarakat yang
berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan. Seperti yang dikatakan oleh Fadly
Zainuddin, S.Kom selaku Analis Sistem Informasi di Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto:

“dengan adanya teknologi informasi atau e-government, partsisipasi
masyarakat semakin meningkat setiap waktunya. Itu artinya melalui
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penerapan e-government kepercayaan masyarakat akan informasi yang
dibutuhkan meningkat”. (Wawancara dengan FZ, 26 April 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penerapan e-government di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto dapat
meningkatkan  partisipasi dan  kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintahan dikarenakan kemudahan akses dan informasi yang akurat.

Manfaat terpenting dari implementasi e-government adalah
terwujudnya pemerintahan yang lebih bertanggung jawab (accountable)
bagi warganya. Selain akan lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses
informasi, pemerintahan juga lebih efisien dan efektif, serta akan tercipta
layanan pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemanfaatan yang lebih baik atas sumber daya, proses, dan teknologi
informasi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik (Indrajit, 2006).
Seperti yang dikatakan oleh Darmawansah, SE selaku Kepala Seksi
Kerjasama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto
terkait dampak e-government terhadap pemerintahan yang lebih baik:

“manfaat  implementasi  e-government  adalah  terwujudnya

pemerintahan lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat, lebih

banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi terkait

kependudukan”. (Wawancara dengan D, 26 April 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa adanya e-government di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto mendorong
pemerintahan menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang

dapat mengakses informasi.
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Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sukma, salah satu masyarakat
Kabupaten Jeneponto

“saya sudah mengetahui tentang adanya program tersebut, tapi sejauh

ini saya belum pernah mengakses jadi belum ada keuntungan yang

saya rasakan, tapi saya berharap melalui teknologi informasi tersebut
dapat meningkatkan kualitas pelayanan Disdukcapil Jeneponto serta

kepuasan masyarakat”. (Wawancara dengan S, 26 April 2022).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi e-
government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jeneponto mempengaruhi- proses pelayanan menjadi lebih baik, lebih
transparan, mudah dikontrol dan diawasi setiap waktu sehingga
kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap pemerintahan serta
meningkatnya partisipasi masyarakat karena memudahkan masyarakat
memperoleh informasi dan mengakses layanan yang dibutuhkan.

. Praktik korupsi berkurang

Berkurangnya praktik-praktik korupsi dikarenakan komputer tidak
memiliki sifat bawaan yang mengarah pada perilaku korup, segala sesuatu
yang terjadi pada sistem komputer hanya bila memang secara sengaja dan
sistematis dirancang untuk melakukannya.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Affandi selaku kepala
bidang pengelolaan informasi kependudukan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto:

“sudah tentu dengan diterapkannya e-government di Disdukcapil ini

maka praktik-praktik atau pemungutan liar atau calo otomatis akan

berkurang, mungkin bahkan tidak ada lagi sepanjang masyarakat aktif
dan mendukung penggunaan e-government, dan memang itu yang kita

harapkan agar pemerintahan utamanya Disdukcapil Jeneponto bersih
dari praktik korup”. (Wawancara dengan AA, 26 April 2022).
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Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dengan berlakunya e-
government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jeneponto, maka segala macam kegiatan menyimpang seperti pemungutan
liar yang terindikasi pada tindakan korupsi akan berkurang atau bahkan
tidak terjadi lagi.

Pemakaian aplikasi pemerintanan membuat proses birokrasi berjalan
secara transparan. Di waktu yang bersamaan, aplikasi tersebut juga
mendorong adanya pengurangan biaya tersembunyi. Hal ini menjadi salah
satu langkah untuk mengurangi adanya tindakan korupsi yang sudah
mendarah daging di tanah air. Seperti yang dikatakan oleh Fadly Zainuddin,
S.Kom selaku Analis Sistem Informasi di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Jeneponto:

“e-government itu kan aplikasi ya, berupa sistem informasi yaitu

SIAK yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, sifatnya

transparan sehingga aparatur atau oknum tertentu tidak memiliki celah

untuk melakukan tindakan korup atau pemungutan biaya yang tidak
mendasar dasar atau tidak jelas”. (\Wawancara dengan FZ, 26 April

2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi
SIAK pada pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat dan
sifatnya transparan sehingga tidak memungkinkan terjadinya praktik korupsi
atau pemungutan biaya yang tidak jelas.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Darmawansah, SE selaku

kepala seksi kerja sama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
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Kabupaten Jeneponto terkait dampak penerapan e-government terhadap
berkurangnya praktik korupsi:

“Aplikasi SIAK memang dirancang untuk pelayanan publik jadi

sifatnya terbuka untuk selurun masyarakat di Kabupaten Jeneponto,

semua informasi yang dibutuhkan disajikan dalam aplikasi tersebut,
termasuk biaya-biaya pelayanan (jika ada), jadi tidak mungkin ada
oknum-oknum tertentu yang bisa melalukan tindakan korup. ltulah
gunanya kita menerapkan e-government selain untuk memudahkan
akses pelayanan juga untuk meminimalisir tindakan-tindakan
menyimpang, seperti korupsi dan lain sebagainya”. (Wawancara

dengan D, 26 April 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penerapan e-governement
selain untuk memudahkan akses pelayanan administrasi kependudukan juga
untuk meminimalisir praktik-praktik korupsi oleh oknum-oknum tertentu,
hal ini karena aplikasi SIAK yang diterapkan menyajikan semua informasi
yang dibutuhkan termasuk biaya-biaya pelayanan administrasi (jika ada).

Praktik korupsi di ruang lingkup pemerintahan khususnya pada
bidang pelayanan bukan hal baru yang kita jumpai, terkadang banyak
oknum yang memnfaatkan kebutuhan masyarakat sebagai ladang uang bagi
mereka. Seperti yang dikatakan Ibu Sukma, salah satu masyarakat
Kabupaten Jeneponto:

“saya sering jumpai di masyarakat, banyak masyarakat yang rela

membayar yang penting tidak antri, dan berkas administrasi cepat

selesai. Karenanya saya berharap dengan perkembangan e-

government, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik

dan tidak ada lagi istilah dengan bayar sekian supaya pengurusan

berkas cepat selesai”. (Wawancara dengan S, 26 April 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sebelum penerapan e-

government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Jeneponto sering terjadi penyogokan atau suap terhadap aparatur dengan
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maksud agar berkas administrasi yang urusnya cepat selesai atau
didahulukan penyelesaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa melalui
penerapan e-government pada proses pelayanan publik di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto bersih dan bebas
dari praktik korupsi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government
selain untuk memudahkan akses pelayanan administrasi kependudukan juga
untuk meminimalisir praktik-praktik korupsi  yang memungkinkan
dilakukan oleh oknum tertentu, hal ini karena aplikasi SIAK yang
diterapkan menyajikan semua informasi yang dibutuhkan termasuk biaya-
biaya pelayanan administrasi (jika ada). Hal ini menunjukkan bahwa
melalui penerapan e-government pada proses pelayanan publik di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto berdampak pada
berkurangnya praktik-praktik korupsi.

. Tata hubungan lebih ramping.

Tata hubungan yang lebih ramping untuk terlaksananya pelayanan
pemerintah yang lebih baik, baik hubungan antara pemerintah dengan
masyarakat (government-citizens), pemerintah dengan dunia usaha
(government-business), ataupun hubungan antar lembaga pemerintahan
(government-government).

Suatu kondisi yang menjamin tentang adanya proses kesejajaran,
kesamaan, kesetaraan dan keseimbangan peran serta saling mengontrol yang

dilakukan oleh komponen-komponen seperti pemerintahan (government),
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rakyat (citizen), dan usahawan (business). Ketiga komponen itu mempunyai
tata hubungan yang sama dan sederajat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak
Ahmad Affandi selaku kepala bidang pengelolaan informasi kependudukan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto:

“melalui e-government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat tanpa membeda-

bedakan. Interaksi yang terjalin seimbang antara pemerintah dengan
masyarakat, pemerintah dengan dunia usaha, ataupun hubungan antar

lembaga pemerintahan”. (Wawancara dengan AA, 26 April 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa melalui penerapan e-
government terjalin interaksi seimbang antara lembaga pemerintahan
dengan masyarakat dan kalangan swasta, di mana lembaga pemerintahan
memberlakukan kebijakan yang seimbang untuk perkembangan masyarakat
dan sektor swasta. Sebagai administrasi yang sehat, politik yang demokratis,
sekaligus serangkaian keutamaan yang non-ekonomis, seperti kesamaan,
keseimbangan gender, menghormati hukum, toleransi sosial, kultural, dan
individual.

Berikut hasil wawancara dengan Fadly Zainuddin, S.Kom selaku
Analis Sistem Informasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto terkait dampak e-government terhadap tata hubungan
lebih ramping:

“melalui  e-government semua informasi dan administrasi

kependudukan dapat diakses melalui media elektronik yang

memberikan kesamarataan pelayanan, pemberian akses yang merata

tanpa memandang strata sosial dalam masyarakat”. (Wawancara
dengan FZ, 26 April 2022).
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Dalam e-government, jarak dan waktu bukanlah menjadi penghalang
dalam mengakses pelayanan yang bermutu terlebih lagi dengan
pemanfaatan media internet sebagai salah satu media dalam pelayanan
publik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelayanan administrasi ataupun
pencatatan sipil yang dapat di akses dari jarak jauh dengan menggunakan
internet. Contohnya pencatatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
secara online dapat menjadi salah satu solusi akan keterbatasan akses
informasi dan pelayanan yang tidak “pilih kasih”. Pilih kasih yang
dimaksudkan disini adalah adanya kesamarataan pemberian akses tentang
prosedur, penjadwalan pelayanan serta keterbukaan dalam pencatatan
administrasi masyarakat dengan mengesampingkan strata sosial dalam
masyarakat.

Adanya keterbukaan diharapkan dapat merubah hubungan antara
berbagai pihak menjadi lebih baik, karena keterbukaan ini diharapkan dapat
menghilangkan rasa curiga dan kekesalan dari semua pihak terhadap
pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Darmawansah, SE selaku kepala
seksi kerja sama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jeneponto terkait dampak penerapan e-government terhadap tata hubungan
lebih ramping:

“Aplikasi pemerintahan atau e-government menjamin kesetaraan

dalam memberikan pelayanan. Karena sifatnya yang terbuka atau

transparan dapat mengubah hubungan antara beberapa pihak menjadi
lebih baik”. (Wawancara dengan D, 26 April 2022).

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua

warga masyarakat ~mempunyai  kesempatan  memperbaiki  atau
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mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan
kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui
penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh
informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan
penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif
memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang
disediakannya kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh lbu Sukma,
salah satu masyarakat Kabupaten Jeneponto:

“Kadang sudah mengantri tapi yang lebih dahulu dibuatkan warga

yang datang dengan baju dinas. Biasa alasannya ada keperluan penting

makanya di dahulukan, saya berharap penggunaan media elektronik
dapat menimbulkan kesamarataan pelayanan bagi masyarakat”.

(Wawancara dengan S, 26 April 2022).

Kondisi diatas bukan hanya situasi yang terjadi di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil saja melainkan di setiap dinas yang ada di
Kabupaten Jeneponto khususnya dan Indonesia pada umumnya. Adanya
prioritas dikarenakan mode manual yang banyak memakan waktu akibat
dari pencatatan yang besifat insidentil dan banyaknya dokumen yang sedang
mengantri untuk diproses.

Dalam kondisi diatas, dapat dirasakan secara nyata peran media
elektronik dalam memberikan pelayanan yang merata bagi masyarakat
dengan menerapkan komputerisasi berkas mampu menjadi solusi

penggandaan dokumen pencatatan. Berkas-berkas yang ada dapat di save

dalam bentuk dokumen virtual dengan format doc, docx ataupun pdf yang
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hanya membutuhkan sebuah komputer sebagai tempat penyimpanannya
serta mampu digandakan sekejap sehingga pembuatan dokumen akta catatan
sipil menjadi lebih singkat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto berdampak
pada tata hubungan lebih ramping, dimana terjalin interaksi seimbang antara
lembaga pemerintahan dengan masyarakat dan kalangan swasta,
memberikan pelayanan yang merata tanpa ada yang diprioritaskan. Melalui
penerapan e-government, terbentuk kebijakan yang seimbang untuk
perkembangan masyarakat dan sektor swasta.

. Peningkatan efisiensi pemerintahan

Peningkatan efisiensi pemerintahan disemua proses, untuk
menghindari pemborosan belanja sektor publik atau inefisiensi dalam
berbagai proses. Misalnya sosialisasi berbagai produk pemerintah
kabupaten kepada seluruh aparatur akan lebih murah manakala dilakukan
secara online.

Pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria
efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif
biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-
besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan
sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat
pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang

sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan
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terukur. Dengan perencanaan Yyang rasional tersebut, maka harapan
partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena
program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses
pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan
warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada
seoptimal mungkin.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Affandi selaku kepala
bidang pengelolaan informasi kependudukan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto terkait masalah peningkatan efisiensi
pemerintahan:

“pemanfaatan media elektronik dalam pelayanan publik di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan dampak besar bagi

pelayanan di kantor kami dan bagi masyarakat, pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat itu efisien karena tidak banyak waktu
yang terbuang untuk mengurus administrasi, karena masyarakat tidak
perlu mengantri menunggu lama dari pagi sampai siang, sekarang

semua bisa selsai dalam 1 jam sampai 2 jam”. (Wawancara dengan
AA, 26 April 2022).

Dalam wawancara selanjutnya dengan Fadly Zainuddin, S.Kom
selaku Analis Sistem Informasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto terkait masalah peningkatan efisiensi pemerintahan
sebagai dampak penerapan e-government:

“Biasanya masyarakat mengeluh kalau pelayanannya berlangsung

lama, tapi sekarang tidak lagi karena sudah diterapkan e-government

dimana semua berkas dan informasi kependudukan dapat diakses

melalui teknologi informasi”. (Wawancara dengan FZ, 26 April
2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa instansi tersebut

menggunakan media elektornik dalam proses pengolahan administrasi yang
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dapat diakses oleh masyarakat dengan demikian masalah waktu tidak efisien
dalam proses pelayanan sebelumnya dapat ditanggulangi secara maksimal.
Berikut hasil wawancara dengan Darmawansah, SE selaku kepala
seksi kerja sama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jeneponto terkait peningkatan efisiensi pemerintahan:
“penerapan media  elektronik pada pelayanan publik akan
meminimalisir pengeluaran biaya, seperti mengurangi pemakaian

media kertas karena berkas disimpan dalam format digital yang dapat
diakses dengan mudah”. (Wawancara dengan D, 26 April 2022).

Dengan menggunakan teknologi informasi, banyak proses yang dapat
dilakukan dalam format digital, hal - ini akan banyak mengurangi
penggunaan kertas (paperwork) sehingga proses akan menjadi lebih efisien
dan hemat.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sukma salah satu masyarakat di
Kabupaten Jeneponto:

”Beberapa bulan lalu tetangga saya mengurus KK, sebelumnya bisa

makan waktu dua sampai tiga hari baru selesai kelar kalau sekarang

bisa selesai satu hari. Selain waktunya yang semakin cepat, juga juga
mengurangi pengeluaran biaya karena tidak harus bolak-balik ke

kantor Disdukcapil untuk mendapatkan pelayanan”. (Wawancara
dengan S, 26 April 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penerapan e-government di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto memudahkan
masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan, selain
penggunaan waktu yang efisien juga mengurangi pengeluaran biaya jika

harus bolak balik ke kantor Disdukcapil untuk mendapatkan pelayanan.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto berdampak
pada peningkatan efisien pemerintahan karena selain dapat mengurangi
penggunaan waktu juga mengurangi biaya atau pemborosan di sektor
pelayanan maupun masyarakat, seperti mengurangi penggunaan kertas dan
biaya yang harus dikeluarkan masyarakat karena tidak harus bolak-balik ke
kantor Disdukcapil untuk mendapatkan pelayanan.

. Tercipta efisiensi skala ruang dan waktu.

Keuntungan selanjutnya adalah pemerintah tidak perlu menyediakan
ruang khusus untuk menggunakan atau mengakses aplikasi. Selain itu, para
penggunanya juga dapat beradaptasi pada aplikasi pemerintahan lain dalam
waktu singkat serta pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun
waktu yang telah ditentukan. Dalam hal pembuatan surat-surat dan
dokumen penting akan lebih mudah dan cepat serta pelaksanaan
pemerintahan menjadi lebih efisien dan pelacakan data/informasi seseorang
dapat lebih mudah dilaksanakan. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7
hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi
dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor
pemerintahan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Affandi selaku kepala
bidang pengelolaan informasi kependudukan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto terkait masalah terciptanya efisiensi

dalam skala ruang dan waktu sebagai dampak penerapan e-government:
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“Masyarakat yang sibuk dan lokasi tempat tinggalnya cukup jauh dari

kantor pelayanan, maka melalui penerapan e-government masyarakat

tetap dapat mengakses informasi dan layanan publik tanpa harus
datang ke kantor pelayanan”. (Wawancara dengan AA, 26 April

2022).

Dalam wawancara selanjutnya dengan Fadly Zainuddin, S.Kom
selaku Analis Sistem Informasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto terkait masalah terciptanya efisiensi dalam skala
ruang dan waktu sebagai dampak penerapan e-government:

“Melalui media elektronik, informasi seputar pelayanan disediakan 24

jam sehari, sehingga tidak perlu menunggu dibukanya kantor. Karena

dapat diakses dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor

pemerintahan.”. (Wawancara dengan FZ, 26 April 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa melalui implementasi e-
government, maka masyarakat tetap dapat mengakses informasi yang
disediakan 24 jam sehari dan layanan publik dimana dan kapan saja dalam
waktu singkat karena dan tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Dengan
adanya fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan akan menjadi lebih
produktif karena masyarakat tidak perlu antri dalam waktu lama hanya
untuk menyelesaikan masalah kependudukan.

Berikut hasil wawancara dengan Darmawansah, SE selaku kepala
seksi kerja sama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jeneponto terkait masalah terciptanya efisiensi dalam skala ruang dan waktu
sebagai dampak penerapan e-government:

“Melalui penggunaan media elektronik, pembuatan surat-surat dan

dokumen penting akan lebih mudah dan cepat”. (Wawancara dengan
D, 26 April 2022).



72

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa melalui implementasi e-
government, pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto menjadi lebih efisien karena prosesnya lebih cepat
dan mudah di akses oleh masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sukma, salah satu masyarakat
Kabupaten Jeneponto:

“seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa saya belum pernah

menggunakan atau mengakses aplikasi tersebut, jadi saya belum dapat

memberikan penjelasan banyak. Hanya berdasarkan pengalaman saya
dahulu sebelum menerapkan teknologi informasi, proses pelayanan
memakan waktu cukup lama. Sementara berdasarkan pengalaman
tetangga saya yang sudah menggunakan aplikasi tersebut, proses
pelayanan singkat dan dapat diakses dimana saja”. (Wawancara

dengan S, 26 April 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penerapan e-government di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto memberi
kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dalam waktu
yang singkat.

Dengan demikian dapat disimpulkan penerapan e-government di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto berdampak
pada tercipta efisiensi skala ruang dan waktu dikarenakan proses pelayanan
lebih cepat serta mudah diakses dimana dan kapan saja tanpa harus datang
ke kantor pelayanan.

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat
mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang

diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui

jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah
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untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan
dengan pelayanan publik.

Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan
teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru
dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju
terwujudnya pemerintah yang baik (good governance). Hal terpenting yang
harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator
dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu
keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan
informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah
dengan pihak pengguna lainnya.

. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Electronic Government di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto

Untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis electronic government
yang baik kepada masyarakat, tentunya terdapat faktor pendukung dan
penghambat dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, berikut merupakan
faktor pendukung dan penghambat penerapan electronic government dalam
penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Jeneponto.

1. Faktor Pendukung
Penerapan e-government dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto didukung oleh:
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Teknologi informasi memadai

Penerapan electronic government didukung oleh informasi yang
disediakan serta kemudahan yang diberikan kepada masyarakat atau
publik yang membutuhkan pelayanan karena informasi disediakan 24

jam sehari dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (publik).

b) Anggaran biaya.

Melalui teknologi informasi memudahkan masyarakat mengakses
informasi yang dibutuhkan dimana dan kapan saja tanpa harus datang ke
kantor pelayanan, selain itu karena dalam format digital sehingga
meminimalisir penggunaan biaya pelayanan. Dalam hal ini penggunaan
biaya dan waktu lebih efisien.

Infrastruktur memadai.

Infrastruktur teknologi tersebut meliputi jumlah komputer dan jaringan
komputer yang memadai sehingga memberikan kemudahan bagi publik
dalam mengaksesnya, dan ditunjang dengan adanya pemeliharaan
berkala yang dapat memberi efek baik bagi pemberian layanan kepada

masyarakat.

d) Sumber daya (pengelola teknologi informasi).

Sumber daya yang dimaksud pengelola teknologi informasi, terdapatnya
beberapa pegawai yang berkompeten dalam menjalankan teknologi dan
berkomitmen tinggi untuk memperbaiki sistem yang ada. Dengan adanya
pegawai yang berkompeten dalam mengakses teknologi membuat

pegawai lain yang belum menguasai bisa belajar sehingga lama kelamaan
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akan membuat semua pegawai menjadi lebih baik dalam mengakses
teknologi guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Faktor Penghambat

Penerapan electronic government dalam pelayanan publik di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto masih menemui

kendala:

a) Peopleware
Masih ada masyarakat yang tidak memiliki perangkat teknologi
informasi, seperti gadget dan komputer. Karena sistem ini berbasis web,
sehingga hanya dapat diakses omenggnaka teknologi informasi, seperti
handphone atau laptop, nhamun terdapat beberapa masyarakat yang tidak
memiliki perangkat tersebut. Hal ini menghambat penerapan e-
government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jeneponto.

b) Hardware
Pada saat mengakses sistem informasi pelayanan publik masih sering
terjadi masalah teknis yang dialami. masyarakat, misalnya mati listrik
jaringan yang sedang bermasalah, baik itu pada jaringan server data
kependudukan maupun jaringan gadget atau perangkat teknologi
informasi yang digunakan masyarakat untuk mengakses informasi. Selain
itu, human error sering terjadi baik pada saat menginput data
kependudukan sehingga data kadang salah atau aplikasi tiba-tiba error

sehingga tidak berjalan dengan baik.
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¢) Kultur berbagi (sharing) belum ada.
Tidak adanya sharing atau sosialisi langsung kepada masyarakat terkait
penerapan teknologi informasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto sehingga masih ada masyarakat belum mengetahui.
Ketidakhuan masyarakat disini adalah mengenai sistem pelayanan
administrasi kependudukan online sehingga fungsi teknologi untuk
menyediakan segala macam informasi belum bisa dimanfaatkan oleh

masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka
peneliti menarik beberapa kesimpulan.

Untuk lebih jelasnya dampak pelayanan pelayanan aparatur pemerintah
melalui penerapan e-government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto dapat dilihat dari beberapa dampak berikut ini:

1. Terciptanya pemerintahan lebih baik.

Implementasi e-government di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Jeneponto mempengaruhi proses pelayanan menjadi lebih
baik, lebih transparan, mudah dikontrol dan diawasi setiap waktu sehingga
kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap pemerintahan serta
meningkatnya partisipasi masyarakat karena memudahkan masyarakat
memperoleh informasi dan mengakses layanan yang dibutuhkan.

2. Praktik korupsi berkurang.

Penerapan e-government selain untuk memudahkan akses pelayanan
administrasi kependudukan juga untuk meminimalisir praktik-praktik
korupsi yang memungkinkan dilakukan oleh oknum tertentu, hal ini karena
aplikasi SIAK yang diterapkan menyajikan semua informasi yang
dibutuhkan termasuk biaya-biaya pelayanan administrasi (jika ada). Hal ini

menunjukkan bahwa melalui penerapan e-government pada proses

7l
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pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jeneponto berdampak pada berkurangnya praktik-praktik korupsi.
. Tata hubungan lebih ramping.

Penerapan e-government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto berdampak pada tata hubungan lebih ramping, dimana
terjalin interaksi seimbang antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat
dan kalangan swasta, memberikan pelayanan yang merata tanpa ada yang
diprioritaskan. Melalui penerapan e-government, terbentuk kebijakan yang
seimbang untuk perkembangan masyarakat dan sektor swasta.

. Peningkatan efisiensi pemerintahan

Penerapan e-government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto berdampak pada peningkatan efisien pemerintahan
karena selain dapat mengurangi penggunaan waktu juga mengurangi biaya
atau pemborosan di sektor pelayanan maupun masyarakat, seperti
mengurangi  penggunaan kertas dan biaya yang harus dikeluarkan
masyarakat karena tidak harus bolak-balik ke kantor Disdukcapil untuk
mendapatkan pelayanan.

. Tercipta efisiensi skala ruang dan waktu.

Penerapan e-government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto berdampak pada tercipta efisiensi skala ruang dan
waktu dikarenakan proses pelayanan lebih cepat serta mudah diakses

dimana dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor pelayanan.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan aparatur pemerintah
melalui penerapan e-government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jeneponto terdiri dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor
yang mendukung yaitu: (1) Teknologi informasi memadai (2) Anggaran biaya,
(3) Infrastruktur memadai, dan (4) Sumber daya. Sedangkan faktor yang
menghambat, yaitu: (1) Peopleware, (2) Hardware, dan (4) Kultru berbagi
(sharing) belum ada.

. Saran

1. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan kualitas jaringan server yang
digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jeneponto agar pelayanan menjadi lebih cepat.

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto perlu
mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengenal,
mengetahui dan memanfaatkan sistem informasi yang tersedia melalui
jaringan internet.

3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto perlu mencari

solusi untuk mengatasi masalah pada sistem (human error).
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